KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ |76 /V.01/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI

Menimbang

Mengingat

DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI

DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan
Rekening Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan
Khusus Negeri Provinsi Lampung Tahun 2021 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan
Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota
ke Pemerintah Provinsi Lampung;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor S5 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
REKENING PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.

Menetapkan  Rekening Sekolah Penerima  Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan
Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri
Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada
Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan
Khusus Negeri Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu berfungsi untuk menyimpan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan
perundang-undangan.



KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas

serta tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal % — 7% - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,
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Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

10 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri se-Provinsi Lampung.



